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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita
semua. Agenda sidangan hari ini adalah untuk pengucapan putusan, ada
tiga perkara Nomor 60/PUU-XIX/2021, 61/PUU-XIX/2021, 64/PUU-
XIX/2021. Kemudian untuk Para Pihak semuanya hadir, kita langsung
mulai pengucapan putusan ini dengan Nomor Perkara 60/PUU-XIX/2021.

PUTUSAN
NOMOR 60/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan

[1.2]

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Penguijian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nam : Leonardo Siahaan

sebagai ---------====-====-mmmm- -- Pemohon I;
2. Nam : Fransiscus Arian Sinaga

sebagai ---------=-=-mmmmmmm s mm e Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
bertanggal 28 Oktober 2021, memberi kuasa kepada Eliadi
Hulu, S.H.,;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------
—————— para Pemohon;

Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.



2.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang,

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang
mengadili permohonan a guo dan para Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma yang
terdapat dalam UU 2/2002 yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf d UU
2/2002 yang berbunyi:

Ayat (1) dianggap dibacakan;

bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2),

dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang

pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi

Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 16 ayat (1) huruf d
UU 2/2002 yang tidak mengatur adanya batasan bagi
anggota Kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam
menyuruh  berhenti orang vyang dicurigai, kerap
disalahgunakan oleh oknum aparat Kepolisian, yang
seringkali bertindak semena-mena dan tidak menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan saat melakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal a guo;

2. Bahwa menurut para Pemohon, jika hal tersebut terus
menerus dibiarkan maka akan menjadi legitimasi bagi
aparat Kepolisian untuk bertindak semena-mena dan tidak
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam setiap
pemeriksaan yang dilakukan;

3. Bahwa menurut para Pemohon, tindakan yang
merendahkan martabat manusia yang disebarkan di media
akan berpengaruh pada lingkungan, pekerjaan, dan masa
depan seseorang dan bertentangan dengan prinsip due
process of law;

4. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil tersebut di atas, para
Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan
norma yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
jika tidak dimaknai “menyuruh berhenti orang yang



[3.8]

[3.9]

[3.10]

dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal
diri  dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia serta tidak melakukan perekaman atau
pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di
televisi dan/atau poutube dan/atau media lainnya tanpa
izin dari orang yang diperiksa”.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil

permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti

surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti

P-5 yang telah disahkan dalam persidangan (sebagaimana

selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Menimbang oleh karena pemasalahan permohonan para

Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka

tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk

meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan
dengan permohonan para Pemohon kepada pihak-pihak
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama

permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan

oleh para Pemohon, inti permohonan a quo sesungguhnya
bertumpu pada persoalan apakah dengan tidak dibatasinya
kewenangan Kepolisian untuk menyuruh berhenti seseorang
yang dicurigai dan diperiksa identitasnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 akan
mengakibatkan aparat Kepolisian menjadi sewenang-wenang
dalam melaksanakan tugasnya, yang seringkali menyebabkan
kehormatan dan martabat seseorang yang dilindungi oleh

Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1)

UUD 1945, menjadi terabaikan. Terhadap dalil pokok

permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa kewenangan aparat Kepolisian untuk
menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU
2/2002, merupakan norma yang sama isinya dengan
norma dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) vyaitu mengatur
wewenang penyelidik untuk melaksanakan tugas
dalam menjaga keamanan dan  ketertiban
masyarakat. Dalam konteks permohonan para
Pemohon, aparat Kepolisian yang melakukan patroli
terutama pada malam hari dengan melakukan
pemeriksaan seseorang yang dicurigai sesungguhnya



akan memberikan rasa aman dan perlindungan pada
masyarakat. Keberadaan aparat Kepolisian di jalan
pada malam hari diharapkan akan meningkatkan
keamanan dan ketertiban wilayah, serta memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari orang-orang
yang berniat jahat ataupun orang-orang yang
mengganggu ketertiban umum. Namun, yang
menjadi permasalahan pokok permohonan a guo
adalah kegiatan aparat Kepolisian yang sedang
melakukan tugas memberhentikan orang yang
dicurigai di jalan dan melakukan pemeriksaan
identitas tersebut direkam dan ditayangkan di media
televisi atau media lainnya.

Bahwa saat ini, semakin marak tayangan di media
televisi dan platform digital lainnya yang
menayangkan kegiatan aparat Kepolisian yang
sedang menjalankan tugasnya baik kegiatan
sederhana seperti mendisiplinkan lalu lintas,
memeriksa orang yang mencurigakan di jalan,
membubarkan  kerumunan, maupun  kegiatan
penangkapan dan penggeledahan atas kejahatan
berat seperti narkoba dan prostitusi. Bagi sebagian
orang, tayangan di media televisi dan media sosial
yang menayangkan kegiatan aparat Kepolisian
sangat menarik untuk disaksikan. Tingginya minat
masyarakat menonton tayangan demikian juga dapat
dipahami karena orang-orang yang dianggap
meresahkan dan mengganggu ketertiban umum itu
berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian.

Bahwa bagi Kepolisian, penayangan aktivitas
aparat Kepolisian di berbagai media selain bertujuan
sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada
masyarakat mengenai pelaksanakan tugas
penegakan hukum dari Kepolisian, juga bertujuan
untuk mengedukasi masyarakat menggunakan
tayangan dari aksi nyata, di mana masyarakat dapat
mengetahui aturan-aturan yang ada, kejahatan yang
seringkali terjadi di jalan, sehingga masyarakat dapat
lebih peduli dan waspada dengan lingkungan
sekitarnya. Tayangan-tayangan seperti ini
sesungguhnya juga menjadi pengetahuan hukum
terutama hukum pidana bagi masyarakat, yang
diharapkan akan memberikan efek jera kepada
pelaku yang tertangkap sedang melakukan hal yang



melangar hukum ataupun mengganggu ketertiban
umum. Selain itu, bagi masyarakat luas agar dapat
lebih  memperhatikan keluarga dan lingkungan
sekitar sehingga menjauhi perilaku melanggar
hukum dan mengganggu ketertiban umum;

Bahwa di pihak lain, media masa baik itu
televisi dan platform digital yang bekerjasama
dengan Kepolisian untuk menayangkan kegiatan
Kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk
memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan
benar kepada masyarakat. Namun sebaliknya, media
masa dengan semua tayangannya dapat menjadi
pembentuk opini masyarakat. Oleh karenanya,
meskipun kemerdekaan pers dijamin oleh Pasal 4
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(selanjutnya disebut UU 40/1999), namun Pasal 5
UU 40/1999 membatasi kebebasan pers dengan
kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan
menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak
bersalah.

3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon
tayangan kegiatan aparat Kepolisian  yang
memberhentikan orang yang dicurigai dengan
melakukan tindakan yang melanggar kehormatan
dan martabat seseorang, Mahkamah mendasarkan
pada Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
yang menjamin kehormatan, martabat, dan derajat
manusia. Dalam suatu negara hukum, perlindungan
terhadap kehormatan, martabat, derajat, serta nama
baik seseorang harus dilindungi oleh hukum yang
berlaku. Dalam hukum, berlaku asas praduga
tak bersalah, yang dalam butir 3 huruf ¢ Penjelasan
Umum KUHAP dinyatakan bahwa “Setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan
memeroleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini juga
ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Dalam penerapan asas praduga tak



[3.10.3]

bersalah seseorang harus ditempatkan pada
kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat.
Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek.
Perbuatan tindak pidana yang dilakukan itulah yang
menjadi objek pemeriksaan. Oleh karena itu,
seseorang harus dianggap tidak bersalah, sesuai
dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh
putusan pengadilan yang telah menyatakan
kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam konteks permohonan a guo,
menurut Mahkamah setiap tayangan di media
manapun yang dapat disaksikan oleh masyarakat
luas akan membentuk opini publik, karena memang
itulah tugas media dan pers sebagaimana telah
disebutkan pada Paragraf [3.10.1] di atas. Oleh
karena itu, yang harus menjadi perhatian adalah
bahwa dengan tayangan tersebut persepsi penonton
yang berasal dari berbagai kalangan akan terbentuk
dan tidak bisa dibendung dan dibatasi, yang
terkadang akan menyudutkan seseorang dan
menimbulkan stigma yang tidak baik. Padahal orang
yang diberhentikan di jalan yang ditayangkan di
media belum tentu terbukti melakukan pelanggaran,
sedangkan opini masyarakat telah terlanjur
terbentuk. Di sinilah pentingnya penerapan asas
praduga tak bersalah, di mana orang yang dicurigai
dan diberhentikan petugas seharusnya diperlakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Namun demikian, seandainyapun terjadi
tindakan yang merendahkan harkat dan martabat
manusia saat aparat Kepolisian menjalankan
kewenangannya yang diatur Pasal 16 ayat (1) huruf
d UU 2/2002 dan kemudian ditayangkan di media,
apakah dapat dikatakan norma a guo inkonstitusional
karena tidak memberi batasan? Hal inilah yang
menjadi persoalan utama yang harus dijawab.

Bahwa untuk menjawab  persoalan utama
permohonan para Pemohon, maka Mahkamah akan
melihat kembali pada norma Pasal 16 ayat (1) huruf
d UU 2/2002 yang tidak dapat dilepaskan dengan
norma Pasal 13 UU 2/2002 mengenai tugas pokok
Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan
ketertiban = masyarakat, ¥ menegakkan  hukum,
memberikan  perlindungan, pengayoman, dan



pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah
sebagai sebuah norma, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU
2/2002 telah jelas rumusannya, dan tidak
menimbulkan tafsir yang berbeda. Norma-norma
yang mengatur tugas dan kewenangan demikian
menurut Mahkamah tidaklah harus dijelaskan lebih
lanjut karena sudah cukup jelas. Kewenangan
memberhentikan orang yang dicurigai merupakan
langkah awal dilakukannya pemeriksaan untuk
menemukan tindak pidana atau pelanggaran hukum
dalam suatu peristiwva. Kewenangan demikian,
adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian di
negara manapun.

Bahwa dengan tidak adanya batasan yang
tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU
2/2002 yang menyebutkan kalimat  “untuk
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan
video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi
dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin
dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan
para Pemohon, bukan berarti norma a gquo
melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat
dan martabat apalagi merendahkan derajat
manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.
Batasan-batasan dari kewenangan & quo dalam
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam
peraturan  pelaksana, vyang tidak  mungkin
kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain
itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam
Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-
batasan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU
2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian
senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan,
kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan
bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki
Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan



Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana
setiap aparat Kepolisian terikat pada semua
peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan
maka aparat yang bersangkutan harus
mempertanggungjawabkannya baik secara hukum,
moral, maupun secara teknik profesi dan terutama
hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup
Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya
yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi
Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil
dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat
Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak
asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian
disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada
pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan
hak asasi manusia sangat penting karena
menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain
itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani
dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain
yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat Manusia dan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut,
aparat Kepolisian juga harus memerhatikan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas
dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan
perundang-undangan lain yang menjadi dasar
hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,
maka telah jelas terdapat batasan-batasan yang
berlaku dalam pelaksanaan norma Pasal 16 ayat (1)
huruf d UU 2/2002 meskipun tidak tersurat dalam
norma & quo. Oleh karena itu, apabila dalam
pelaksanaanya terjadi pelanggaran maka hal itu
adalah persoalan implementasi dari norma dimaksud,
bukan merupakan persoalan konstitusionalitas
norma.

[3.11] Menimbang bahwa terlepas dari tidak adanya persoalan
inkonstitusionalitas norma terhadap Pasal @ guo, Mahkamah
mengingatkan agar masyarakat selalu  mendukung
pelaksanaan tugas Kepolisian dengan menyeimbangkan
perlindungan hak asasi yang dimilikinya dengan cara tidak



segan-segan untuk mengingatkan kepada aparat Kepolisian
dan mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan
tugasnya Kepolisian melanggar hak asasinya.

Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan norma
Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 Mahkamah menegaskan
agar diimplementasikan dengan selalu menjunjung prinsip
due process of law yang berdampingan dengan asas praduga
tak bersalah sebagaimana diamanatkan oleh KUHAP.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum
di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak adanya batasan
kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf d UU 2/2002 bukanlah menjadi penyebab oknum
Kepolisian melakukan tindakan yang merendahkan martabat
dan kehormatan orang lain. Persoalan yang para Pemohon
dalilkan  bukanlah  persoalan konstitusionalitas norma,
melainkan persoalan implementasi dari norma Pasal 16 ayat
(1) huruf d UU 2/2002. Persoalan implementasi norma terkait
dengan tayangan kegiatan Kepolisian yang marak di media
masa menurut Mahkamah telah memiliki batasan yang jelas
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
kode etik profesi, serta peraturan pelaksana lainnya. Oleh
karena itu, baik aparat Kepolisian maupun media masa
diharapkan dapat selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, agar tetap dalam koridor yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan mentaati peraturan perundang-
undangan vyang berlaku. Dengan demikian, menurut
Mahkamah Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 adalah norma
yang konstitusional. Sehingga, kekhawatiran para Pemohon
berkenaan dengan adanya tindakan merendahkan harkat dan
martabat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan
ayat (2) UUD 1945, dan kekhawatiran akan diperlakukan
semena-mena sebagaimana dijamin dalam Pasal 281 ayat (1)
UUD 1945, merupakan persoalan implementasi nhorma a qguo,
bukan persoalan inkonstitusionalitas norma.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
di atas, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut
hukum.

4. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo,



[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua
merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Enny
Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat,
Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan Januari,
tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal
sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh
dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh
lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai
diucapkan pukul 10.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi
tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau
kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan
Presiden atau yang mewakili.

Berikut,

PUTUSAN
NOMOR 61/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Jovi Andrea Bachtiar, S.H.
Sebagai ------------=-======mmmn--- -- Pemohon I
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.
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Sampai dengan Nomor 12, Antonia Krisma Lintang
Bumimangayom

Sebagai - Pemohon XII
13 dan lainnya dianggap dlbacakan

13. Angelina Ayu W|d|an|ngS|h

Sebagai --- Pemohon XIII
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII tersebut
disebut sebagai - para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-
undang, /n casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara dan seterusnya
dianggap dibacakan), sehingga Mahkamah berwenang mengadili
.. diulang, menguji permohonan a guo.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] angka 1 dianggap dibacakan.

2. Bahwa para Pemohon dalam permohonan & guo terdiri atas
para perseorangan warga hnegara Yyang masing-masing
berprofesi sebagai Analis Penuntutan, dosen, advokat,
konsultan hukum, dan mahasiswa tetapi juga secara bersama-
sama merupakan aktivis yang memiliki kesamaan kepentingan,
yaitu berkeinginan agar Kejaksaan Republik Indonesia secara
normatif memiliki kejelasan kedudukan dalam struktur
ketatanegaraan. Para Pemohon berpendapat bahwa para
Pemohon merupakan aktivis yang peduli terhadap penegakan
hukum di Indonesia.

. Dianggap dibacakan.

. Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1,

Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) membuka peluang
terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan

RN OV)
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sebagai lembaga penegak hukum yang berdampak negatif bagi
para Pemohon (terlepas apapun profesinya) selaku bagian dari
masyarakat secara umum untuk memperoleh akses keadilan
(Access to Justice).

5. Menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 20 UU 16/2004
berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan
syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung.
Rumusan Pasal 20 UU 16/2004 a guo membuat dengan
mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan
LULUS program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (Diklat PPPJ)
serta tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri
bagi negara di institusi Kejaksaan mulai dari satuan kerja
terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau
terdalam dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung.
Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan
Republik Indonesia dan juga Pemohon I hanya agar dapat
memperoleh predikat sebagai seorang Jaksa berdasarkan Pasal
9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU 16/2004 harus memulai karir
dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan
pelatihan.

6. Bahwa selain itu berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1),
Pasal 17, dan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 juga berpotensi
menimbulkan gangguan terhadap prinsip independensi
Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bahkan
dapat berimplikasi pada penghasilan Pemohon I sebagai bagian
dari pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dengan formasi
jabatan Analis Penuntutan sebagaimana pasca dinyatakan lulus
mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan
Jaksa (Diklat PPPJ) akan berganti status jabatan menjadi Jaksa.

7. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan

kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah

mempertimbangkan sebagai berikut:

1.) Bahwa norma yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji
adalah berkaitan dengan kelembagaan Kejaksaan Republik
Indonesia, yaitu di antaranya berkenaan dengan status
kelembagaan dan mekanisme pengangkatan Jaksa serta Jaksa
Agung. Menurut Mahkamah, isu konstitusional yang terdapat
dalam norma yang diajukan serta alasan serta implikasinya
adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon I yang pada
saat permohonan diajukan berstatus sebagai Pegawai
Kejaksaan sebagai Analis Penuntutan pada salah satu satuan
kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang saat ini ditempatkan
pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, sebagaimana

12



2.)

penjelasan Pemohon I dalam persidangan pendahuluan (vide
Risalah Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 61/PUU-
XIX/2021, tanggal 30 November 2021 Pukul 14.09-15.15
WIB). Oleh karena itu menurut Pemohon I, segala aturan
mengenai kelembagaan Kejaksaan RI akan berdampak
terhadap hak konstitusional Pemohon I berkaitan dengan
kualifikasinya tersebut. Dengan demikian, berdasarkan uraian
pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon I telah dapat
menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap
dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang
dimohonkan pengujian di mana kerugian dimaksud timbul
karena adanya hubungan sebab-akibat (causal/ verbanad)
antara norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan
kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I,
sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian
dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari
terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang
dimohonkan pengujian oleh Pemohon I, Mahkamah
berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a guo;

Bahwa terhadap Pemohon II sampai dengan Pemohon XIII
menurut Mahkamah, para Pemohon tersebut tidak mampu
menguraikan secara spesifik, aktual, maupun potensial hak
konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon
dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang diajukan berkenaan
dengan kelembagaan Kejaksaan RI. Terkait dalil para
Pemohon untuk memberikan penguatan terhadap kedudukan
hukumnya dengan menggunakan kualifikasi sebagai aktivis
dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap penegakan
hukum, Mahkamah dalam persidangan tidak mendapatkan
bukti yang cukup meyakinkan bahwa Pemohon II sampai
dengan Pemohon XIII benar mempunyai profesi sebagai
aktivis dan mahasiswa yang memiliki kepedulian terhadap
penegakan hukum, oleh karenanya sulit bagi Mahkamah untuk
menemukan adanya hubungan kausalitas antara norma yang
diajukan permohonan dengan adanya anggapan kerugian atau
potensi kerugian para Pemohon selaku aktivis penegakan
hukum dan mahasiswa yang didalilkan. Demikian halnya,
berkenaan dengan argumentasi para Pemohon bahwa
sebagian dari para Pemohon, yaitu Pemohon I, Pemohon VIII,
Pemohon IX, dan Pemohon X terlibat aktif baik sebagai
Pemohon maupun kuasa Pemohon dalam kegiatan Judicial
Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
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yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 77/PUU-XVII/2019, Mahkamah berpendapat bahwa
diberikannya kedudukan hukum pada suatu perkara tidak
serta merta menjadikan Pemohon tersebut mendapatkan
kedudukan hukum untuk perkara lainnya, karena masing-
masing perkara memiliki karakteristik yang berbeda-beda,
termasuk  keterkaitannya dengan anggapan kerugian
konstitusional masing-masing Pemohon. Dengan demikian,
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Mahkamah berpendapat Pemohon II, Pemohon III, Pemohon
IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII,
Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII, dan
Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a guo,

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas berkenaan dengan kedudukan hukum para
Pemohon, Mahkamah berkesimpulan terhadap Pemohon I
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a
guo, sedangkan para Pemohon selain dan selebihnya yaitu
Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon
VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X,
Pemohon XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII tidak memiliki
kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan a
quo.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a guo dan Pemohon I (selanjutnya disebut Pemohon)
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon
maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam pokok permohonan, Pemohon
mengajukan permohonan pengujian norma yang terdapat dalam
UU 16/2004. Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut
permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-
hal berkenaan dengan undang-undang yang menjadi objek
permohonan tersebut sebagai berikut:

[3.7.1]Bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma
Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat
(2), dan Pasal 20 UU 16/2004 melalui permohonan
bertanggal 11 November 2021 sebagaimana diuraikan
pada bagian duduk perkara putusan ini. Terhadap
undang-undang tersebut, pada 31 Desember 2021
pemerintah  ternyata  telah mengesahkan  dan
mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
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2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6755, selanjutnya disebut UU 11/2021). Dalam hal ini, UU
11/2021 diundangkan sebagai perubahan terhadap UU
16/2004 yang merupakan objek permohonan a guo.

[3.7.2] Bahwa sejak diundangkannya UU 11/2021, maka sebagian
materi norma dalam UU 16/2004 telah mengalami
perubahan dan sebagian norma lagi dinyatakan tidak
berlaku. Dengan demikian, undang-undang yang
dimohonkan oleh Pemohon, yaitu undang-undang tentang
Kejaksaan Republik Indonesia selengkapnya disebut
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu,
UU 16/2004 yang dijadikan objek permohonan oleh
Pemohon adalah telah berbeda dengan UU 16/2004 yang
berlaku, karena undang-undang yang dijadikan objek
seharusnya UU 16/2004 sebagaimana telah diubah
dengan UU 11/2021 sebagai satu kesatuan, sehingga
objek permohonan yang diajukan Pemohon adalah tidak
lagi sebagaimana substansi undang-undang yang
dimohonkan pengujiannya, bahkan sebagian besar norma
pasal yang diajukan oleh Pemohon telah diubah dalam UU
11/2021. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum
yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Mahkamah
berpendapat permohonan Pemohon telah kehilangan
objek.

[3.8] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili
permohonan Pemohon, dan Pemohon I memiliki kedudukan
hukum sebagai Pemohon dalam permohonan a guo, namun oleh
karena permohonan Pemohon telah kehilangan objek, maka
permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

KETUA: ANWAR USMAN
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
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[4.3] Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI,
Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, Pemohon
XI, Pemohon XII, dan Pemohon XIII tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo,

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat,
Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam, bulan
Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua
puluh dua, selesai diucapkan pukul 10.49 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 64/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI),

Selanjutnya disebut sebagai --- Pemohon I;
2. drh. Jeck Ruben Simatupang
Selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon 11I;

3. drh. Dwi Retno Bayu Pramono
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Selanjutnya disebut sebagai - Pemohon III;
4. Deddy Fachruddin Kurniawan, drh. H.

Selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon 1V;
5. drh. Oky Yosianto Christiawan

Selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon V;
6. Desyanna

Selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon VI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2031 dan seterusnya,
Para Pemohon memberi kuasa kepada Putu Bravo Timothy,
S.H., M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut ------
-- Para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA
Dan seterusnya, dianggap dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan;

[3.4] Dianggap dibacakan;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas,
Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum
Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukumnya para
Pemohon dalam permohonannya menguji konstitusionalitas
norma Pasal 34 ayat (16) ... Pasal 34 Angka 16 ayat (2) dan
Pasal 34 Angka 17 ayat (1) UU Cipta Kerja mengenai
Perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (UU 18/2009);

2. Bahwa berkaitan dengan permohonan pada angka 1 di atas,
yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan angka 17
ayat (1) UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 69 ayat
(2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009, yang rumusan
selengkapnya sebagai berikut: Dianggap dibacakan.
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3. Bahwa menurut para Pemohon, Pemohon memiliki hak
konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

4. Bahwa Pemohon I adalah Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia (PDHI) yang merupakan badan hukum privat
berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta
Pendirian Permohonan[sic!] Dokter Hewan Nomor 41 tanggal
30 Juni 1999, Notaris Ny. Toety Juniarto, S.H., dan
didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6[sic!]]. Berdasarkan
Anggaran Dasar PDHI, lembaga ini memiliki salah satu
kegiatan membawa suara nasional profesi berkenaan dengan
masalah profesi [vide bukti P-6];

Pemohon I selanjutnya dianggap dibacakan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut pengajuan permohonan a
qguo relevan dengan kegiatan yang dilakukan oleh PDHI
termasuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu,
Muhammad Munawaroh, M.M., selaku Ketua Umum dan Dr.
drh. Widagdo Sri Nugroho, M.P., selaku Sekretaris Jenderal
berhak mewakili PDHI termasuk dalam hal ini mengajukan
permohonan pengujian UU 11/2020 ke Mahkamah Konstitusi.
Bahkan, dalam persidangan Pemohon I menegaskan perihal
dimaksud [vide risalah persidangan Rabu, 5 Januari 2022];

5. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan
Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang
masing-masing berprofesi sebagai dokter hewan di
Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Batu, dan
Kabupaten Tangerang [vide bukti P-10a sampai dengan bukti
P-13b];

6. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara
Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk [vide bukti P-14] sebagai pengguna jasa dokter
hewan serta mendedikasikan dirinya untuk membantu hewan
liar di jalanan yang membutuhkan penanganan dokter hewan
agar terhindar dari penyakit;

7. Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya
berpotensi dirugikan akibat berlakunya Pasal 34 angka 16
ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat
perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU
18/2009 yaitu antara lain:

a, b, ¢, d, e, f dianggap dibacakan. e, d dianggap

dibacakan.
f. Bahwa berlakunya frasa “wajib memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintahan Pusat” sebagaimana tercantum dalam
norma a quo merugikan para Pemohon dengan adanya
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[3.6]

ketidakpastian hukum, karena norma a quo telah mencabut
kewenangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan
pengawasan pelayanan kesehatan hewan di daerah tetapi
dalam waktu bersamaan norma pasal a quo dan Lampiran
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  Antara
Pemerintahan ... Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota huruf A Angka 3 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih
berlaku.

. Bahwa norma a guo merugikan Pemohon II sampai dengan
Pemohon V karena tidak mengakui profesi dokter hewan yang
berdampak pada tidak adanya jaminan, perlidungan dan
kepastian hukum yang adil.

Berdasarkan wuraian pertimbangan tersebut di atas, para

Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang

menurut anggapan para Pemohon berpotensi dirugikan dengan

berlakunya norma vyang dimohonkan pengujian (norma
selengkapnya sebagaimana diuraikan para Pemohon dalam
menjelaskan kedudukan hukumnya). Anggapan kerugian
konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan
potensial. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus
konkret yang dialami para Pemohon, anggapan kerugian hak
konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan
sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, para

Pemohon ... apabila, permohonan para Pemohon dikabulkan

maka potensi kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan

tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau
tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para

Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam

Permohonan a guo;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a qguo dan para Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan & gquo, selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan

[3.7]

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 34 angka
16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang memuat
perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) UU 18/2009
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan apabila diringkas
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[3.8]

[3.9]

[3.10]

[3.11]

pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para

Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1, 2, 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para
Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan
permohonan para Pemohon dengan menyatakan Pasal 34
angka 16 ayat (2) dan angka 17 ayat (1) UU 11/2020 yang
memuat perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1)
UU 18/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai frasa “Perizinan Berusaha” hanya izin praktik yang
mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku
nasional.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang

diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-85 yang telah
disahkan dalam persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah

jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut

Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan

pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK

tersebut.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama

permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan

oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:

Bahwa berkaitan dengan permohonan a guo, Mahkamah perlu

menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah

diputus pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25

November 2021, yang amarnya menyatakan:

1, 2, 3 ... 8 sampai dengan 9 dianggap dibacakan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut,

terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan
pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi

Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi

Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP

Sitompul.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam

permohonan & guo yang menyatakan walaupun Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam

pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU & guo adalah

inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat
dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil
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para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU
11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada
perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun
dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan
formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil
tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau
perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-
undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan & quo angka 7
Mahkamah  menyatakan untuk  menangguhkan  segala
tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas,
serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana
baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah
permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan
demikian disebabkan oleh karena permohonan & guo diajukan
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para ... saya

ulangi, Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dan hal-
hal ... dan hal-hal lain dari permohonan & guo tidak
dipertimbangkan lebih lanjut.

KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas,

Mahkamah berkesimpulan:

[4.1]
[4.2]

[4.3]
[4.4]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a guo;
Permohonan para Pemohon prematur;
Pokok permohonan dan hal-hal lain dari permohonan a guo tidak
dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X
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Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap
Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel
Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan
Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal
sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Januari,
tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB,
oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh
Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dan salinan
putusan akan dikirimkan melalui email kepada Para Pihak setelah Sidang
Pengucapan Putusan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah
sidang.

Pengucapan putusan telah selesai, dengan demikian sidang
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.05 WIB

Jakarta, 25 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16 ).
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